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PENGUATAN PENGARUSUTAMAAN GENE]ER, PEMBERDAYjRAN
PEREMPUAEN,  DARN  PBRLIREDURTGART AENAK DALAM PBMBAREGUREART  DESA

DAN PERDESAAN SERTA PEMBANGURTAN DAERAII TERTIREGGAL

Pada hard ini Benin, tamggal tug.uh foelas,buian Fehrmari, tahun dua ribu dua
g}ELIHh lima { 17-02-2025), beatempat di qJakata, kami yafig beffamda tangam
di feawah ini:
1.    YANDRI SUSANTO                  :    Memteri Desa dan pemfoanguman Daerafi

Tertinggal    Republik    Indonesia,    yang
diangkat       herdasarkam       Kepu fu sam
Presiden     RepELfohik     lmdoffiesia     Nom®r
113/P         Tahiun         2024         temtang
Pembentukan  Kementeriam  Negara  dan
Peffigangkatan   Menteri  Negara  Kahinet
MeFah  Putih Periods Tatiun 2024-2029,
dalarm hal ini herfeindak unfuk dam afas
ffiaHia        Kermenterian         D e sa        dan
Pemhamgrman        D aeffah        TertiH ggal
RepELfolik   Indonesia,   berkedELdThkam   di
Jalan Tarnan Mal±arn Pahlawan Kalibata
RE®m®F     179    Jakarta    Selatan     1275®9
ELELfuk      selanjutrya      disefout      PIHAK
KESATU;
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2.    ARIRATULCELOIRIRAUZI     :    Menteri      Pemberdayaan      Perempuan      dan
PerHndungan  Anak  Repufolik  Indonesia,  yang
diangkat   berdasarkan   Kepufusan   Presiden
Republik Indonesia Nomor  113/P Tafiun 2024
ten fang   PembeHtukan   Kementerian   Negara
dan   Pemgangkatan   Memteri   Negara   Kabinet
Merafi Putth Periede Tahun 2024-2029, dalam
hal   ini   berfeindak   ELntuk   dan   alas   nana
Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan
Perhindumgan     Anak     Repubhik     Indonesia,
berkedudukan di Jalan Medan MeFdeka Barat
Normor    15,    Uakarfea    Pusat    10160g    untuk
selamjutrya disefout PIHAK KEDUA.

RIHAK  KESATU   dam  PIHAK  KEDUA  yang  selanjutnya  secara.  bersama-sarna
disefout dengan PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut RIHAK,  terlebffi
dahulu rmeneran8Efan hal-hal sehagal beriELt:

1.     bahwa   PIHAK   KESATU   adalah   kementerian   yang   mempunyai   tugas
menyelenggarakan sutiurusan permerimtahan desa yang merupakan lingkup
urusan   pemeriatahan   di   bidang   dalarn   negeri   dan   menyelenggarakan
urusam permeintaham di bidang pemkeangunan daerah teftinggal; dan

2.     hahwa    PIHAK   KEDUA   adalah   kementerian   yang   mempunyai   tugas
menyelenggarakan     urusan     pemerintahan     di    bidang    permberdayaam
perempThan  dan  subThrusan  pemerifitahari  di  foidang  perlindHngan  anak
yang  merupakam  himgkup  urusan  pemerintahan  di  bidang  permfeerdayaan
perempuan.

Berdasarkan  hal-hal di alas,  PARA PIHAK sepakat dan  setrijH  Hntuk membuat
Kesepaframan   Bersama   dengan   ketentuan   dan   syarat-syarat   sebagairmana
terfuang dalam pasal-pasal di bawath ini:

PASAL  1
MAKSUD DAPF TUJUAPJ

{1)    Kesepahaman ini dimaksudkam sebagal landasan bagi PARA PIHAK dalarn
melaksanakam  keH'a  gama  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi  PARA  PIHAK
berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undam.gan.

{2}    Kese,pahanam  ini  berfujELan  untuk  meningkatkan  keria  sama,  koordinasi,
kolaberasi, dan efektivitas pelaksanaam fugas dan fungsi PARA PIHAK unfuk
menrfukELng pelaksanaan :
a.     Asta  Cita  keempat,  yaltu  memperkuat  pembangnnan  sumhier  daya

marmsia,  sains,  tefianologi,  peELdidikan,  kesehatan,  prestasi  olahraga,
kesetaraan  gender,  serfea  penguatan  peran  perempuan,  perm.uda,  dan
P::rsry®®   RES drarRErfus:H::EL
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b.     Asia Cita keenan, yaitu memkeangun darn desa dan dari bawah urfuk
pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan a

PASAL 2
RUANG LINGKUP

RELang lin8Emp Kesepaharman Bersarna ini mehiputi:
a.     sinengi   kefoijakan   dan   program   pemfoangunan   desa   dan   perdesaan,

pemberdayaan masyarakat desa dan permfeangrnan daerah tertinggal yang
foeaperspeEatif gender, pemberdayaan perempuan, dan perhadnngan anak;

fo®     optirmalisasi    pemerataan    akses    dan    kualitas    pelayana:n    dasar    bagi
perempuan dan anak di desa dan daerah tertimggal;

a.     peffhifldungan    perempran    dan   anak   darn    segala   bentuk   kekeFasafl,
eksploitasi, penelantaran, dan periakuan salah lainnya;

d.     peningkatan   partisipasi   perempuan   dan   anak   dalarn   selurmh   proses
pemfeangunan desa dan perdesaan serta pemhangunan daerah tertinggal;

e.     peningkatan kewiransahaan dan pemberdayaan ekonomi perempuan;
f®      pengembangan  Ruang Bersama Indonesia {RBI)  berdasarkan  karakteristik,

sumber daya, dan kebudayaam desa;
9.     pengembangan satu Data Gender dan Anak di desa yang terintegrasi dalam

sistem informasi desa;
h.     pelaksanaan   12   {dua   belas}   program   prioritas   BanguEL   Desa   Bangun

Indonesia;
i.      peningkatan  kapasitas   Kader   Pemberdayaan   Masyarakat  Desa   (KPMD),

Felawan  Sahabat PeFempuan  dan  Amak  (SAPA),  alctivis  PerlindHngafi  Amak
Terpadu   Berfeasis   Masyarakat   (PATBM)   dan/atau   Tenaga   Pendamping
ELofesional   {TPP)   Desa  dalarm   pengarmsutanaan  gender,   pemberdayaan
perempuan,   dan   perlindungan   anak   dalam   pembangunan   desa   dan
perdesaan sefra pemfoangtlnan daeFah tertinggal;

j.      permaflfaatan dan perfukarafl data dan informasi gender dan anak;
k.     penyelenggaraan Festival Bangmn Desa Bangun Indonesia unfuk RBI; dan
I.      program dan kegiatan lain teFkalt produk/jasa/1ayanan yang menjadi rmang

lingkup fugas dan fungsi PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKsjENEN

PeEaksanaan  Kesepahaman  Bersama ini akan  diatHr lebih  lanjut dalarn  suatm
Perianjian   Keng.a   Sama  yang   dibuat   dan   ditindaklanjuti   oleh   pejabat  yang
difunjuk cteh PARA PIHAK sesual fugas dan fungsinya.
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PASAL 4
PEENDAPFEN

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepafiaman Bersama
ini beffsmmber darn affiggaram masing+masing PIHAK dan/atau  sumber lain yang
safi   dan   tidak   mengikat   sesHal   demgan   ketentuan   peraturan   perundang-
urndangan.

PASAL 5
JENGKA WAKTU

{1}    KSsepahaman  Bersama  iELi  foerla]sti  ufituk  jangka  waifeu  5  {ELa}  tahuEL
teFhifung   sejak   tanggal   ditandatangani   oieh   PARA   PIHAK   dan   dapat
diperpanjang atan diaELiri berdasarkan kesepahatan RARA PIHAK®

{2}    Dalaffi    hal    salafi    safro    PIHAK    berkeinginan    Hntuk    mempeapanjang
Kesapaharnan Bersarma seifeelum j angka waifeu seifeagalmana d±maksHd pada
ayat   (1),   maka   PIHAK  tersebut  menyampalkan  pemberitahuan  kepada
PIHAK   lainnya   secara   terfulis   paling   lan:nbat   3   (tiga)   bulan   sebelum
foerakhimya Kesapafiaman Bersama ini.

{3)    Dalarn hal salah safe PIHAK beffkeingiELan untuk mengakhiri Kesepaharnan
Bersama sebelHm jangka waktr sefoagalrmana dinaksThd pada ayat i 1) maka
PIHAK  tersebut  wajib  memfoeritahukalt  maksLid  tersebut  secara  terfuhis
kapada PEHAK lainnya, paling larrfeat 3  {tiga}  foutan sebelum Kesepahaman
Bersama alcam diaELiri.

{4}    Dalarn  hal  Kesepahaman  Bersarma  ini  foerakhir,  baik  karema  beraELinya
jangka wakfu sefoagalmana dimaksud pada ayat ( 1}  atan karena keingina:i:i
salah    satu    PIHAK    sebagalmana    dimaksud    pada    ayat    (3),    tidak
rmempengarmhi   tanggurflg  jawab   PARA   PEHAK   yang   harms   diselesaiEsan
ierfefoih dahufu sebelHm berakfiirmya Kesepahaman BeFsana ini.

PASAL 6
TAINGGURTG JAWAB

FIARA RIHAK foerianggung jawab melakeanakan. segala hal yang foerkatam dengam
thjuari  dan  rmang linghap  Kesepahaman  Bersama ini  dengan  memperhatikafl
ketentuan peraturan perundang-undangan a

PASAL 7
PEMANTAUAN DAE\F EVALUASI

{1}    PARA PIHAK akan rmelakukan pemantanan dan evaluasi alas pelaksanaan
Kesepafiaman  BeFsama  ini  balk  secara  mandiri  maHpun  I)ersama-sarma
paling  sediifet  1  {safu}  kali  dalam  1  {satu}  talrmn  dan/atau  sesual dengari
kefoELtnhan.

{2)    Hasil pemantauam daft evalHasi sefeagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
digLmakan  sefoagal  masukan  untuk  perufoahan,  peapanjangan,  dan/atau
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PASAL 8
KORESPOINDEENSI

Setiap    pemberitahuan,    sHrat-menyurat,    dan/atan    korespendensi    lainnya
sefiubungan  dengan  ketentuamketentuan  dala:in  Kesepafianan  Bersama wajib
diberitafiELkan secara terfuhis melalui jasa kurir ataH pos teFcatat dengan tanda
terirma yang jehas afau melalHi surat eleELonik di alarmat masing-rmasing PIHAK
srfeagal foerifeELt:
PEHAK RESATU
PenanggELng Jawab    :

Alanat

Telepon
E-mail
PIHAK KEDUA
Penanggung Jawafo   :

Alamat

Telepon
ELmcetl

Kepala   Biro   Hufoufigan   Masyarakat,    Sekretariat
Jenderal    KermeELterian    Desa    dan    Pembangunan
Daerah Terdnggal
Gednng  Utama  Lantai   1,  Kementerian  Desa
dan  Pembanguman  Daerah  Tertinggal,  Jalan
Taman  Makam  Pahlawan  Kahibata Nomor  17,
Jakarta Selatan 12750
{021)  79198670
humas@kemendesa.go.id

Kepala  Biro  HuEmm  dan   HubHngan   Masyarakat,
Sekretariat  Kememteriari  Permberdayaan  Perempuam
dan Perlindungan Anak
Jalan  Medan  Merdeka  Barat  Nomor  15,  Gambir9
Jakarta Pusat 10110
(021}  3813351
keriasama@kemenpppa«go.id

PASAL 9
PENYELESAIAN PEES ELISIHAI¢

Dalam   hal   teng®adi   perbedaari   pendapat   atau   peFbedaan   penafsiran   yang
rmenimbuH€an  perselisihan  mengenal  pelaksanaan  Kesepahaman  Bersarma  ini,
PARA   PIHAK   sepakat   untuk   menyelesaikarmya   secara   musyawarah   untuk
mufckat.

PASAL 10
PERUBAHAN

{1)    Kesepahaman  Bersama  ini  dapat  diubah  herdasarkan  kesepakatan  PARA
PIHAK.

92}    Pe"foafian   dan/atau   hal-hal   yang   foelum   diatuF   dalarn   Kesepahaman
BeFsarma diatur dalam benfuk ademdum yang disepakati oleh PARA PIHAK
dan merupakan foagian yang tidak teapisahkan darn Kesepahamam Bersama
ml.
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PASAL  1 1
PEP¢UTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hard, tanggal, fulan,
dan  tahun  sehagalmana disebHtkan  pada awal  Kesepahaman  Bersama,  dalam
Fan8kap  2  {dua}  ashi  bermeterai,  difoufeuhi  cap  lemfoaga,  dan  rmasing-masing
mempunyal kekuatan hHfum yang sana setelah ditandatangani PARA PIHAK.

pEHiRE KESATur:
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